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Salinan

PUTUSAN
Nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT,

selanjutnya disebut sebagai "Penggugat”,
melawan

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penambang
Emas Tradisional, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT,
selanjutnya disebut sebagai "Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksinya, di muka

persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2014 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor
277/Pdt.G/2014/PA.Plh tanggal 05 Mei 2014, telah mengajukan hal-hal yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama KABUPATEN TANAH LAUT Kutipan Akta Nikah Nomor:
666/06/1X/2008 tanggal 01 September 2008);
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2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak

yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN TANAH LAUT selama
1 tahun, kemudian pindah ke Batulicin dirumah bersama selama 3 tahun dan
terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN
TANAH LAUT selama lebih kurang 2 tahun. Pada awal pernikahan,
Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami

istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 4 tahun 11 bulan;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi
perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan
setiap kali Terrgugat memberi nafkah, diambil lagi oleh Tergugat.
b. Tergugat ketahuan berpacaran dengan perempuan, hal itu Penggugat

ketahui dari Sms Hp milik Tergugat.

c. Tergugat sering mabuk-mabukkan dan Tergugat sering cemburu buta

menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;

d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangnya

sering larut malam bahkan sampai jam 3 pagi baru kembali.

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan Juli 2013 terjadi lagi cekcok mulut antara
Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat pada waktu itu tidak mau
bekerja, lalu Penggugat menasehati Tergugat agar bekerja, namun Tergugat

malah marah-marah dan kemudian pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal

hingga sekarang sudah lebih 9 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah
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memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan juga Tergugat maupun

keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi

bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar
dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan

gugat cerai ini;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta
SEMA  Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor
Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan
Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam

register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Pelaihari Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena
perceraian;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan
salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor
Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan
Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
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Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan,
sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain
untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan
dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 277/Pdt.G/2014/PA.PIh tanggal 12 Mei
2014 dan tanggal 23 Mei 2014 yang dibacakan di muka persidangan telah
dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak
disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat
kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 666/06/1X/2008 Tanggal 01 September
2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN
TANAH LAUT:

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua
Majelis, kemudian diberi kode ( P.1) serta dibubuhi dengan paraf.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301034806020006
tanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua
Majelis, kemudian diberi kode ( P.2) serta dibubuhi dengan paraf. Kemudian
asli surat P.2 tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat
menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:
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1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat
tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan di bawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.;

- Bahwa nama Penggugat adalah PENGGUGAT dan nama Tergugat
adalah TERGUGAT.;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah
menantu saksi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008 dan
selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak.;

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di
rumah saksi di KABUPATEN TANAH LAUT selama 1 tahun, kemudian
pindah ke Batu Licin selama 3 tahun, terakhir kembali kerumah saksi
Penggugat di KABUPATEN TANAH LAUT selama 2 tahun kemudian
berpisah ;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun
sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun
lagi karena sering bertengkar.;

- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak
kepada Penggugat, Tergugat ketahuan berpacaran dengan perempuan
lain, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering keluar malam dan
pulangnya larut malam bahkan sampai jam 3 pagi, Tergugat menuduh
Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama
9 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.;

- Bahwa baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang untuk

mengajak rukun kepada Penggugat.;
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- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat pernah memberikan
nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak
berhasil;

2. SAKSI Il, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat
tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan di bawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.;

- Bahwa nama Penggugat adalah PENGGUGAT dan nama Tergugat
adalah TERGUGAT.;

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008 dan
selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak.;

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH LAUT selama 1 tahun,
kemudian pindah ke Batu Licin selama 3 tahun, terakhir kembali ke rumah
orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH LAUT selama 2 tahun
kemudian berpisah;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar.;

- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak
kepada Penggugat, Tergugat ketahuan berpacaran dengan perempuan
lain, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering keluar malam dan
pulangnya larut malam bahkan sampai jam 3 pagi, Tergugat dan
Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama

9 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.;
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- Bahwa baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang untuk
mengajak rukun kepada Penggugat.;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-daliinya dan
bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada

berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda
P.2, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama
Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk
kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi
sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat
yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama
tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa
hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam
perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan
perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada

majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
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putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya
telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang
duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana
sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana setiap perkara sengketa perdata yang
diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian
melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah
dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya
mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun
telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat
tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak
hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat
diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa terhadap sikap Tergugat yang tidak bersedia untuk
berhadir di persidangan dapat dipandang bahwa Tergugat tidak bersedia
membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan
Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang jelas dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fighiyyah yang tercantum dalam Kitab

Al-Anwar Juz Il halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis
il &l Slz s sl Llsi ol i s 05l
Artinya: “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak

diketahui tempat kediamannya maka perkaranya dapat diputus

berdasarkan  pembuktian “
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Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan
dapat dipandang bahwa Tergugat tidak berkeinginan untuk membantah dalil-dalil
gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah
menjadi fakta yang tetap dan gugurlah hak-hak Tergugat sebagaimana bunyi dalil
fighiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz Il halaman 329 yang
diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

&yﬂ&m%&w&dlp&wébg&!&%ﬁ

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di
persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia
termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalill-dalil gugatannya, Penggugat
telah menghadirkan saksi dari keluarga di muka persidangan sebagaimana yang
dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi
dari tetangga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling
bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam
perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan
selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;

. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar penyebabnya Tergugat
tidak dapat memberi naftkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat
ketahuan berpacaran dengan perempuan lain, Tergugat sering mabuk-
mabukan, Tergugat sering keluar malam dan pulangnya larut malam bahkan
sampai jam 3 pagi, Tergugat dan Penggugat ada hubungan dengan laki-laki

lain tanpa bukti;
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. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2013 terjadi cekcok mulut antara
Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat dinasehati oleh Penggugat
untuk mau bekerja namun sebaliknya Tergugat marah-marah kepada
Penggugat dan setelah kejadian pertengkaran tersebut akhirnya Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat;

. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan
tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang
sudah lebih dari 9 bulan lamanya;

e Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha maksimal merukunkan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga Penggugat
menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena
telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling
memperdulikan lagi terhadap hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama
lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun
kembali dalam membina rumah tangga (onhell baar tweesspalt), maka tujuan
perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok,
hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak
tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta
yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1
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Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam
Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah
berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa
perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk
mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan
mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu
adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan
kaedah fighiyah bahwa menolak kemadlaratan lebih didahulukan dari pada

menarik kemaslahatan (dar’ul mafaasid muqoddamun ‘ala jalbil mashaalih);

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak
senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul baik dengan
Tergugat, maka terhadap hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak
senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap
Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan
menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan
berdasarkan Hadits Rasulullah Saw dalam al-Jamiu ash-Shagir Juz 5 halaman
203:

JI)‘D”’J)JO”

Artinya: “Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan”
Oleh karena itu perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah
pihak sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan

mendatangkan kemadhorotan saja;
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Menimbang, bahwa sesuai pula hal tersebut di atas, sebagaimana yang
termaktub dalam Kitab Fighus Sunnah Juz Il hal.291, yang berbunyi sebagai
berikut :

e b5l aisl aalls Guolall lgallay siiuzy $upaill uolall o cllai Ol lgd sz
29y piall
Login ¢ MoVl e
Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim
dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah
nyata adanya kemadharatan dalam rumah tangga mereka dan pula
antara suami isteri itu tidak mungkin lagi untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab
Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

aallb o Ll ade 3l lg>g ) azg 3l aut; pac il Il
Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka
Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan
dalam Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam
Kitab Asy Syifa’ yang berbunyi sebagai berikut;

U lall cuakiig) M sl (sailly . jidl 51 Lagin ozl (9 24iz] LalSs

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama
sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan
beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri
sudabh tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap
berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah

dan kehidupannya menjadi kalut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil alih dalil-dalil tersebut
di atas sebagai pendapat Majelis Hakim untuk bahan pertimangan dalam putusan

ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat
dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan
tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan
Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan
hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)
Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan
salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta
kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan
Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989,
yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan

hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
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4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan
salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (Tiga ratus empat
puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 Masehi
bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1435 Hijriah, oleh H. Muhammad Jati
Muharramsyah, S.Ag.,S.H.,M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama
Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sugian Noor, S.H. dan Ita Qonita, S.H.I.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Norhasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,
ttd,

H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd, ttd,

Drs. H. SUGIAN NOOR,S.H 'TA QONITA, S.H.1

Panitera Pengganti,
ttd,

NORHASANAH, S.H.
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Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,00
4. Redaksi : Rp  5.000,00
5

Materai :BRp__ 6.000.00
Jumlah Rp 341.000,00
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